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BUPATI kupys

7~ PERATURAN BUPATI Kubus

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

ypENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

KABUPATEN KuDUS
BUPATI KuDUS,

ana
bahwa dengan belum dibentuknya Badan Penanggulangan Eira]ﬁa di
Daerah, maka rangka penyelenggaraan penanggPla”gan bempunyai
Kabupaten Kudus perly membentuk organisasi yang me

tugas penyelenggaraan penanggulangan Bencana;

uk
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, perlu membent
Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana;

lu
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, PEf
menetapkan dengan Peraturan Bupati:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan ~Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
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Undang-Undang Nomgr 11 Tahun 2009 tentand KZZOJQ Nom?

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun mor 4967),

12, Tambahan Lembarap, Negara Republik Indones!

S

dinas!

_ 00 "
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 te”tangr: Republik
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ((Lembaran ega an Negar?
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembar
Republik Indonesia Nomor 3373)

]

agian
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentand Pemgagrah
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemefint@ embaran
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot@ Tambahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ©&
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
n
8.  Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008n ﬁgtgzrg
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembars lembaran
Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 42, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

n
ntang Pendanas
Negara Republik

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 t€
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Indonesia Nomor 2008 Nomor 43, Tambahan lembara
Republik Indonesia Nomor 4829);

adan Nasional
ndonesia

Republik

10.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bad
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik |
Nomor 2008 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara
Indonesia Nomor 4952);

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentazg
Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangah
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran ol
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

MEMUTUSKAN

. PERATURAN  BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN  SATUAN

PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KUDUS.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Bupati adalah Bupati Kudus.
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BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan  Poraturan

; a
Bupati —ini - dibontuk  Gatuan Pelaksan
Penanggulang '

an Boncana

(2) g}tjsunah Keanggotaan Satuan Polaksann Penanggulangan Bencana
tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB Il
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Satlak PB merupakan organisasi non struktural yang menyelenggarakan
penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Ketua yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Satlak PB mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan  penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan  perundang-
undangan;,
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benc?
menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan na:
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c ,
menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan g atl
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BAB IV
ORGANISASI

Pasal 5

Satlak PB terdiri dari :

1.
2.

(2)

Unsur Pengarah; dan
Unsur Pelaksana.

Pasal 6

iri
Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1Kt:gglla
dari Bupati, Wakil Bupati, Komandan Kodim 0722, dan
Kepolisian Resor Kudus.

n
Tugas unsur pengarah sesuai dengan peraturan perundang-undanga
yang berlaku.

Pasal 7

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2
terdiri dari :

Ketua Satuan Pelaksana;

Wakil Ketua Satuan Pelaksana

Ketua Pelaksana Harian:

Sekretaris;

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
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Ketua Satuan Pelaksana melaksanakan tugas Satlak PB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas —melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

a. prabencana,

b. saattanggap darurat; dan

c. pascabencana.

Pasal 8

Ketua Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a, dijabat oleh Sekretaris Daerah.




| sal 7
@) Wakil Ketua Satyan Pel a

oleh Asisten Sekretaris Daerah

t
o ; al 7 aya
(3) Ketua Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasomik dan

(1) huruf ¢, dijabat oleh K Bangsa.
Perlindungan Masyarakat epala Kantor Kesatuan

_ d,
(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hug:ntu
dijabat oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan di ;

oleh Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagal
Sekretaris |1.

(5) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan
Logistik, serta Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, masing-masing
dipimpin oleh seorang koordinator dari Satuan Kerja Perangkat Becieh
yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),
Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk satuan tugas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

Satlak PB dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 11

Unsur Pengarah memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas unsur pelaksana.

Pasal 12

Ketua Satuan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Anggota Satlak PB.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber
anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
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BAB V|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

tlak PBP
(2%%38Nomor)4%abgpaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatyr dala
teknis pelaksanaann
Ketua Satlak PB,

_dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
ya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berjaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

JABATAN | PARAF

_ |SEKDA

2. [KEPALA KANTOR %9 |

9. [KASUBBAG TU/KASI |
|

: 4ulLMNNYA

«an di Kudus

gal 4 Agustus 2009 Digitally signed
by Bagian Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.28
14:03:48 +07'00'

\RIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

AERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 29
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